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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Kualifikasi Tindak Pidana Perbankan tentang Penghimpunan Dana 

Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha  

Tindakl pidana perbankanl atau tindakl pidana dil bidang perbankanl 

merupakan salahl satu bentukl dari tindakl pidana dil bidang lekonomi. Tindak 

pidanal di bidangl ekonomi inil biasanya disebutl juga kejahatanl kerah lputih. 

Seperti yangl telah kital ketahui lsebelumnya, tindak pidanal ekonomi yangl telah 

dilakukanl orang-orangl tertentu danl dapat merugikanl masyarakat ldan/atau 

lnegara. Tindak pidanal perbankan dilakukanl dengan menggunakanl bank 

sebagail sarana danl sasarannya.52 Bankl merupakan industril jasa yangl 

memberikan pelayananl jasa kepadal masyarakat danl merupakan badanl atau 

lembagal keuangan yangl tugas utamanyal menghimpun uangl dari pihakl ketiga 

sebagail perantara untukl menyalurkan permintaanl dan penawaranl kredit padal 

waktu yangl ditentukan.53 

Secara terminologi istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan 

tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan 

mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu semua jenis perbuatan 

melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam 

menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut 

dapat berlaku peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perbankan yang 

                                                 
52 Ais, Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Pranada Media 

Group, Jakarta, 2014, hlm. 163. 
53 Sobana, Dadang Husein, Hukum Perbankan di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2016, 

hlm. 13. 
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memuatl ketentuan pidanal maupun peraturanl hukum pidanal umum, selamal 

belum adal peraturan hukuml pidana yangl secara khususl dibuat untukl 

mengancam danl menghukum peraturan ltersebut.54 Sementara itu, tindak 

pidanal perbankan lebih tertuju pada perbuatanl yang dilarangl atau diancam 

pidanal yang termuatl khusus dalaml Undang-Undangl Perbankan. 

Sebagail tindak preventifl maupun represifl perlu dikemukakkanl bahwa 

tindakl pidana perbankanl yang terdapatl dalam hukuml positif dil Indonesia, 

karenal perkembangan terakhirl menunjukkan banyaknyal terjadi lpermasalahan-

permasalahan dil dunia perbankanl Indonesia, yangl pengaruhnya cukupl besar 

dil kalangan lmasyarakat, dunia lusaha, maupun dalaml hubungan kerjasamal 

dengan luarl negeri.55 Tindakl pidana perbankanl diklasifikasikan sebagail tindak 

pidanal khusus olehl karena telahl diatur dalaml peraturan lperundang-undangan 

secaral khusus baikl hukum materilnyal maupun hukuml formalnya.56 

Undang-Undang Perbankanl menetapkan 13 (tiga belas) definisi dari 

Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. 

Tiga belas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak 

pidana perbankan. Jenis-jenisl tindak pidanal perbankan yangl dapat ditemukanl 

dalam Pasall 46, Pasall 47, Pasall 47a, Pasall 48, Pasall 49, Pasall 50 danl Pasal 

l50a. Untuk memudahkanl dalam membedakanl dari ljenis-jenis tindakl pidana 

lperbankan, berikut penulis uraikan ljenis-jenis tindakl pidana perbankanl yang 

bersumber dari Undang-Undangl Perbankan: 

                                                 
54 Otoritas Jasa Keuangan, Op Cit, hlm. 273. 
55 Arrasjid, Chainur, Op Cit, hlm. 33. 
56 Komisil Yudisial, lProceeding: Pelatihan Hukuml Pidana Khususl Bagi Hakiml Tinggi, 

Georgial 11, Jakartal Utara, 2013, lhlm. xiii. 
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1. Berkaitanl dengan perizinanl  Pasal 46l 

2. Berkaitanl dengan rahasial bank  Pasall 47 danl 47A 

3. Berkaitanl dengan pengawasanl dan pembinaan bank  Pasall 48 

4. Berkaitanl dengan usahal bank  Pasall 49 

5. Berkaitanl dengan pihakl terafiliasi Pasall 50 danl 50A 

Apabilal ditelusuri sertal ditelaah terhadapl rumusan dalaml Pasal l46, 

Pasal l47, 47a, Pasall 48, Pasall 49, Pasall 50 danl Pasal 50al Undang-Undang 

Perbankan yangl telah digambarkanl di latas, maka daril ketentuan tersebutl 

dapat dibedakanl dan digolongkanl ke dalaml suatu jenisl tindak pidanal yaitu 

kejahatanl dan lpelanggaran. Penggolongan inil diatur dalaml Pasal 51l Undang-

Undang Perbankan lyaitu: 

(1) Tindakl pidana sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal l46, Pasal l47, Pasal 
l47A, Pasal 48l ayatl (1), Pasall l49, Pasall 50 danl Pasall 50Al adalah 
lkejahatan. 

(2) Tindakl pidanal sebagaimanal dimaksud dalaml Pasall 48l ayat (2) adalahl 
pelanggaran. 

Umumnyal kejahatan danl pelanggaran dibedakanl atas dasar perbedaanl 

kualitatif danl kuantitatif. Kualitatifl didasari atasl kriteria unsur subjektif atau 

sikapl batin yakni unsurl kesengajaan dikategorikanl sebagai lkejahatan, 

sedangkan unsurl kealpaan atau kelalaianl dikategorikan sebagail pelanggaran. 

Dil sisi llain, kuantitatif didasaril atas ukuranl dari kriterial soal beratl dan 

ringannyal ancaman lpidana. Kejahatan diancaml pidana penjaral serta dendal 

dan untukl pelanggaran diancaml dengan pidanal kurungan danl atau ldenda.  

Berdasarkan peraturanl perundang-undanganl dan berbagail literatur 

terkaitl dari hasill pengumpulan datal yang telahl dilakukan, dapat penulisl 
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kualifikasikan tindak pidanal perbankanl tentang penghimpunanl danal 

masyarakat dalam bentukl simpananl tanpal izin usahal daril Pimpinanl Bank 

Indonesial menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan 

perbankan berkaitanl dengan perizinanl yang diatur dalaml Pasal 46l Undang-

Undangl No. 10l Tahun 1998l tentang Perbankan. 

Ancamanl sanksi pidanal terhadap paral pelaku tindakl pidana perbankanl 

haruslah diaturl dalam Undang-Undang Perbankanl sebagai upayal pencegahan. 

Hall ini didasaril karena pihakl penghimpun danal telah dipercayal oleh 

masyarakatl untuk menyimpanl dan mengelolal dana ltersebut, sehingga 

dipandangl penting agarl terhindar daril perbuatan pihakl yang tidakl 

bertanggung jawabl karena akibatnyal berdampak padal rusaknya kepercayaanl 

masyarakat kepadal pihak lpenghimpun, hingga padal akhirnya akanl merugikan 

kedual belah pihakl atau lebihl seperti lmasyarakat, pihak bankl hingga bahkanl 

negara. 

Mengamatil rumusan Pasall 46 Undang-Undang lPerbankan, maka 

penulisl mengkualifikasikan jenisl tindak pidanal tersebut sebagail delik lformil. 

Pada delikl formil yangl dirumuskan adalahl suatu perbuatanl atau tindakanl yang 

dilarangl (beserta lhal/keadaan llainnya) dengan tidakl mempermasalahkan apal 

akibat daril tindakan litu. Pasal tersebut secara tegasl melarang untukl 

melakukan sebuahl kegiatan menghimpunl dana daril masyarakat dalaml bentuk 

simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan Bank Indonesia yang sekarang 

Otoritas Jasal Keuangan, denganl tidak mempersoalkanl akibat daril 

penghimpunan danal tersebut. Penulisl mengkualifikasikan Pasall 46 Undang-
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Undang Perbankanl sebagai delikl biasa sebabl dalam perkaral tindak pidanal 

tersebut dapatl diproses tanpal adanya persetujuanl atau laporanl dari pihakl yang 

dirugikanl (korban).  

Penghimpunanl dana yangl diduga ilegall dan sangatl berbahaya bagil 

masyarakat makal siapa sajal dapat melaporkanl kasus tersebutl untuk diprosesl 

lebih lanjutl oleh pihakl berwajib. Walaupunl korban telahl berdamai denganl 

tersangka, prosesl hukum tidakl dapat dihentikanl hingga prosesl hukumnya 

tetapl berjalan sampail ke pengadilanl untuk membuktikanl perbuatan salahl atau 

ltidaknya. Tindak pidanal yang berkaitanl dengan perizinanl juga dikenall 

sebagai tindakl pidana “Bankl Gelap”. “Padal dasarnya tidakl ada peraturanl 

perundang-undanganl yang berlakul di Indonesial yang mengaturl secara khususl 

mengenai definisil dari “Bankl Gelap” (Shadowl Banking).  

Bank gelap adalah badan usaha yang yang melakukan kegiatan usaha 

perbankan, seperti menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke 

masyarakat, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari 

Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Dikatakan sebagai 

bank gelap karena ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pelaku tidak 

mempunyai izin dari Bank Indonesia atau OJK untuk melakukan hal 

tersebut.57 

Suatu praktek kegiatan usaha perbankan dapat digolongkan sebagai 

bank gelap apabilal memenuhi lsekurang-kurangnya kategoril sebagai lberikut:  
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1. Praktekl dari kegiatanl usaha perbankanl tersebut tidakl memperoleh izinl 

dari Bankl Indonesia/lOJK; 

2. Praktekl “Bank dil dalam lBank”, contohnya: lkaryawan/pegawai bankl yang 

menjalankanl usaha bankl dengan memberikanl pinjaman daril dan/ataul 

menampung danal kepada masyarakatl melalui rekeningl atas lnamanya, 

dengan penerimal keuntungan daril rekening tersebutl sebenarnya adalahl 

nasabah llain; 

3. Kegiatanl investasi yangl mengarah padal kegiatan usahal perbankan tanpal 

izin, contohl bisnis Multil Level Marketingl yang memberikanl fasilitas 

lkredit/peminjaman uangl kepada langgotanya;  

4. Penghimpunanl dana daril masyarakat dalaml bentuk simpananl dengan 

menjanjikanl bunga simpananl atas danal nasabah yangl tidak lwajar, seperti 

koperasil yang memberikanl bunga yangl jauh lebihl tinggi daril perbankan 

padal umumnya, atasl fasilitas simpanl pinjam langgotanya; 

5. Menjanjikanl keuntungan investasil yang tidakl wajar (investasil dalam 

jangkal waktu dekatl dengan keuntunganl yang begitul banyak), baikl berupa 

lpendapatan, imbal lhasil, dan/ataul profit lsharing, baik dalaml bentuk 

persentasel maupun dalaml bentuk jumlahl nominal tanpal kejelasan latarl 

belakang danl perhitungan linvestasi”.58 

Modusl operandi daril kegiatan investasil tanpa izinl yang mengarahl 

pada kegiatanl usaha lperbankan, baik yangl dilakukan perseoranganl atau badanl 

hukum meskipunl tidak secaral keseluruhan melakukanl kegiatan usahal seperti 

                                                                                                                                      
57 Produk Keuangan Tokopedia, Devinisi Bank Gelap, Online: https://kamus.tokopedia. 

com/b/bank-gelap/, diakses tanggal 23 Maret 2022, pukul 10.50 Wib. 
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bankl tetapi sudahl tentu memenuhil unsur-unsurl yang termuatl dalam Pasall 46 

lJo. Pasal 16l Undang-Undang Perbankan. Munculnyal modus tersebutl di dalaml 

masyarakat yangl menjalankan usahal serupa denganl bank kianl hari semakinl 

bertambah. Sehinggal dipandang perlul dilakukan upayal pencegahan daril 

semua pihakl agar pertumbuhanl dan perkembangannyal tidak meluasl dan 

merugikanl masyarakat danl pihak lbank. Upaya tersebutl bertujuan agarl 

masyarakat memahamil dan menghindaril serta tidakl mudah ldiiming-imingi 

untukl mendapatkan keuntunganl yang besarl dari kegiatanl ilegal tersebutl 

sehingga masyarakatl tidak menjadil korbannya. 

Ketentuanl terkait perbuatanl penghimpunan danal tanpa izinl tersebut 

diaturl dalam Pasall 16 Undang-Undang Perbankanl yang menyebutkanl lbahwa: 

(1) Setiapl pihakl yangl melakukan kegiatanl menghimpunl danal dari masyarakatl 
dalaml bentukl simpanan wajibl terlebihl dahulul memperoleh izinl usahal 
sebagail Bank Umuml ataul Bankl Perkreditan Rakyatl daril Pimpinanl Bank 
lIndonesia, kecualil apabilal kegiatan menghimpunl danal daril masyarakat 
dimaksudl diaturl denganl Undang-undangl ltersendiri; 

(2) Untukl memperolehl izinl usaha Bankl Umuml danl Bank Perkreditanl Rakyatl 
sebagaimanal dimaksud dalaml ayatl (1), wajibl dipenuhil persyaratanl 
sekurang-kurangnyal ltentang: 
a. susunanl lorganisasi danl kepengurusan; 
b. lpermodalan; 
c. lkepemilikan; 
d. keahlianl di bidangl lPerbankan; 
e. kelayakanl rencanal lkerja” 

(3) Persyaratanl danl tatal cara perizinanl bankl sebagaimanal dimaksud dalaml 
ayatl (2) ditetapkanl olehl Bankl Indonesia. 

Jikal melanggarl ketentuanl dalam Pasall 16l tersebutl maka adal ancamanl 

sanksil pidana yangl mengikutinyal yangl telah diaturl dalaml Pasall 46 Undang-

Undang Perbankanl yangl lberbunyi: 

                                                                                                                                      
58 Ibid. 
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(1) Barangl siapal menghimpunl dana daril masyarakatl dalaml bentuk simpananl 
tanpal izinl usaha daril Pimpinanl Bankl Indonesia sebagaimanal dimaksudl 
dalaml Pasal l16, diancaml denganl pidana penjaral lsekurang-kurangnyal 5 
(limal) tahunl danl paling lamal 15l (limal belas) tahunl sertal dendal sekurang-
kurangnyal Rp l10.000.000.000,00l (sepuluh miliarl rupiah) danl paling 
banyakl Rp l20.000.000.000,00l (dual puluhl miliar lrupiah)”. 

(2) Dalaml hall kegiatanl sebagaimana dimaksudl dalaml ayatl (1) dilakukanl olehl 
badanl hukum yangl berbentukl perseroanl terbatas, lperserikatan, yayasanl 
ataul koperasi, makal penuntutanl terhadapl badan-badanl dimaksudl 
dilakukanl baik terhadapl merekal yangl memberi perintahl melakukanl 
perbuatanl itu ataul yangl bertindakl sebagai pimpinanl dalaml perbuatanl itu 
ataul terhadapl keduaduanya. 

Berdasarkanl uraian pembahasanl di latas, dapat penulisl simpulkan 

bahwal kualifikasikan tindakl pidana perbankanl tentang penghimpunanl danal 

masyarakat dalaml bentukl simpananl tanpa izinl usahal daril Pimpinan Bankl 

Indonesial menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan 

perbankan berkaitan denganl perizinan yang diaturl dalam Pasall 46 lUndang-

Undang lNo. 10 Tahunl 1998 tentangl Perbankan. Jenis pidana tersebut 

merupakan delik formil yang termasuk dalam kualifikasi delikl biasa sebabl 

sebab dalaml perkaral tindak pidanal tersebutl dapatl diproses tanpal adanyal 

persetujuanl atau laporanl daril pihakl yang dirugikanl (lkorban). 

Setiapl pihak baikl itu perseoranganl maupun korporasil yang inginl 

menjalankan sebuahl usaha denganl cara penghimpunanl dana dalaml bentuk 

simpananl dari masyarakatl wajib memperolehl izin daril Pimpinan Bankl 

Indonesia ataul yang sekarangl Pimpinan Otoritasl Jasa Keuanganl (sejak 

tanggall 31 Desemberl 2013). Namunl ketentuan inil dapat dikecualikanl (tidak 

perlul dapat izinl dari lOJK) apabila adal Undang-undangl tersendiri yangl 

mengatur kegiatanl penghimpunan danal tersebut. Hall yang dimaksudkanl 

seperti kegiatanl kantor lpos, dana lpensiun, atau perusahaanl asuransi yangl juga 
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melakukanl penghimpunan danal dari masyarakatl tetapi cukupl sebagai 

kegiatanl usaha perbankanl berdasarkan Pasall 16 Undang-Undang Perbankanl 

karena kegiatanl penghimpunan danal tersebut telahl diatur denganl undang-

undangl tersendiri. Terdapatl syarat-syaratl yang harusl dipenuhi sebeluml 

menjalankan kegiatanl penghimpunan danal yaitu denganl mendapatkan 

legalitasl atau telahl mendapat izinl usaha daril otoritas lterkait.  

Padal dekade lalul kasus-kasusl yang merugikanl masyarakat denganl 

delik hukuml penghimpunan danal sering disebutl sebagai “Bankl Gelap”, 

namunl pada lera-era selanjutnyal yang seringl muncul adalahl kasus-kasusl 

“Investasi lBodong”. Namun kelihatannyal terjadi rekayasal atau pergeseranl 

dari istilahl dan bahasal terkait penghimpunanl dana karenal jika dicermatil dan 

telahl dipahami ancamanl pidana yangl berat dalaml Pasal 46l Undang-Undang 

Perbankan tentangl  kegiatan penghimpunanl dana ltersebut, maka pelakul 

pelaku kejahatanl mengganti istilahl penghimpunan danal dengan kegiatanl 

serupa “menabungl atau ldeposito” dengan istilahl investasi. Sebenarnyal 

substansinya samal yaitu menghimpunl dana daril masyarakat denganl 

prakteknya yaitul menjalankan kegiatanl “menarik uangl dari lmasyarakat”.  

Danal yang dihimpunl dari masyarakatl biasanya merupakanl pengganti 

daril setoran danal masyarakat tersebutl berupa semacaml sertifikat ataul surat 

tandal penerimaan sebagail investor danl depositor dianggapl sebagail “Investor”. 

“Inilahl bentuk rekayasal bahasal untukl mengelabui masyarakatl yangl sesekalil 

muncul kasusl lakhir-akhirl ini.  Hall yang palingl penting dalaml mencegah 

investasil ilegal adalahl dengan mengedukasil masyarakat melaluil sosialisasi 
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akanl bahaya danl dampak akanl kegiatan ltersebut. Seperti yangl dilakukan olehl 

OJK dalaml bukunya memberikanl tips agarl memahami danl terhindar daril 

kegiatan penghimpunanl dana secaral ilegal yangl diuraikan sebagail berikut: 

1. Pastikanl bahwa lorang/badan usahal yang menawarkanl produk investasil 

telah memilikil izin sesuail dengan kegiatanl usahanya (OJKl, Kementerian 

Koperasil dan lUMKM, Badan Pengawasl Perdagangan Berjangkal 

Komoditi). Informasil dapat diperolehl antara lainl dari calll center OJKl 

yaitu (021) l1500655;  

2. Pastikanl adanya Suratl Izin Usahal Perdagangan (SIUPl), Tanda Daftarl 

Perusahaan (TDPl), dan izinl llainnya; 

3. Pelajaril investasil yangl ditawarkan sepertil tujuanl investasil dan sukul bungal 

yangl diberikan antaral lainl membandingkanl dengan BIl Ratel danl suku 

bungal lpasar; 

4. Perlul adanyal sikapl rasional, lwaspada, danl lberhati-hati sebeluml 

melakukanl investasil serta telitilahl bentukl danl cara pemasaranl produkl 

linvestasi; 

5. Pahamil manfaatl danl resikonya sertal hakl danl kewajibannya sertal 

perhatikan adanyal potensi kerugianl dikemudian haril di balikl janji 

keuntunganl yang ditawarkanl dan Janganl tergiur denganl janji keuntunganl 

yang tidakl wajar; 

6. Janganl menyerahkanl danal sebelum membuatl danl menandatanganil 

perjanjian resmil danl bacal dengan telitil setiapl Pasall yang tertuangl dalaml 
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perjanjianl tersebut agarl tidakl menimbulkanl salah persepsil di kemudianl 

lhari. Jikal perlu, lakukanl pengikatanl perjanjianl di hadapanl lnotaris; 

7. Laporkanl jikal terdapatl penghimpunan danal danl pengelolaanl investasi 

yangl mencurigakanl danl perhatikan kredibilitasl danl integritasl pengurus 

badanl usahal ltersebut;  

8. Pastikanl danal yangl dihimpun ataul investasil dikelolal dengan lbenar. Caril 

informasil instrumen apal yangl digunakanl perusahaan ataul lembagal 

tersebutl untuk menghasilkanl keuntunganl sepertil yang ldijanjikan; 

9. Lakukanl pemantauanl secaral berkala terhadapl perkembanganl produkl yang 

diinvestasikanl danl pastikanl kejelasan strukturl lkepengurusan, 

lkepemilikan, kegiatan usahal danl alamatl domisili lusaha; 

10. Cekl apakahl kegiatanl yang dilakukanl menyerupail moneyl game danl skemal 

ponzil karena kegiatanl tersebutl berisikol dan adanyal kegagalanl untukl 

mengembalikan danal masyarakatl yangl diinvestasikan; 

11. Kumpulkanl informasil lsebanyak-banyaknya mengenail produkl investasil 

tersebut.59 

Otoritasl Jasal Keuanganl dalam bukunyal juga menjelaskanl karakter 

penghimpunanl dana ataul investasi lbermasalah: 

1. Adanyal tawaran secaral online, tidakl jelas domisilil usaha danl tidak dapatl 

berinteraksi secaral fisik (tatapl muka); 

2. Jikal terdapat underllying berupal barang, makal harga barangl tersebut tidakl 

wajar jikal dibandingkan denganl barang sejenisl yang dijuall di lpasar; 

                                                 
59 Otoritas Jasa Keuangan, Op Cit, hlm. 114-117. 
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3. Adanyal sifatl “berantai”, “memberl get lmember”, khususnya jikal tidakl 

lterdapat/tidak jelasl underlyingl daril penghimpunan danal ataul investasil 

tersebut (hanyal “memutar” uangl antarl lmember/investor); 

4. Menggunakanl “public lfigure”, lpejabat, tokohl agama, ldan/ataul penegakl 

hukum; 

5. Adanyal janjil bonusl barang mewahl ldan/ataul tour kel luarl lnegeri; 

6. Adanyal kaitanl antaral penghimpunan ldana/ linvestasi/lcharity/ibadah; 

7. Tidakl memilikil izinl usaha ataul memilikil izinl usaha, tetapil tidakl sesuail 

dengan kegiatanl usahal yangl dilakukan sertal adanyal kesanl seolah-olahl 

dijaminl ataul berafiliasi denganl perusahaanl lbesar/ multinasional”.60 

Berdasarkanl uraianl diatasl maka dapatl disimpulkanl bahwal kegiatan 

penghimpunanl danal tanpal izin usahal daril OJKl telah memenuhil unsurl dalaml 

Pasal 46l jol Pasall 16 UUl Perbankanl yangl diklasifikasikan sebagail lkejahatan. 

Kegiatanl ilegal inil sangatl berdampakl pada masyarakatl sebagail penyimpanl 

dana danl bankl sebagail penghimpun danal sertal lnegara. Pertanggungjawaban 

pidanal daril kegiatanl tersebut dapatl dituntutl kepadal perseorangan maupunl 

badanl hukuml sebagai pemberil sil perintahl dan ataul kepadal pihakl yang 

bertindakl sebagail pimpinanl dalam perbuatanl itul ataul terhadap lkedua-lduanya. 

B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk 
Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada 
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw 

Sanksil pidana merupakanl suatu jenisl sanksi yangl bersifat nestapal 

yang diancamkanl atau dikenakanl terhadap perbuatanl atau pelakul perbuatan 

                                                 
60 Ibid, hlm. 117. 



 

 

55

pidanal atau tindakl pidana yangl dapat mengganggul atau membahayakanl 

kepentingan lhukum. Sanksi pidanal pada dasarnyal merupakan suatul penjamin 

untukl merehabilitasi perilakul dari pelakul kejahatan ltersebut, namun tidakl 

jarang bahwal sanksi pidanal diciptakan sebagail suatu ancamanl dari kebebasanl 

manusia itu lsendiri.61 

Sanksil pidana padal dasarnya merupakanl suatu penjaminl untuk 

merehabilitasil perilaku daril pelaku kejahatanl tersebut, namunl tidak jarangl 

bahwa sanksil pidana diciptakanl sebagai suatul ancaman daril kebebasan 

manusial itu lsendiri. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan 

tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan 

seperti yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya merupakan bentuk 

kejahatan perbankan berkaitanl dengan perizinanl yang diatur dalaml Pasal 46l 

Undang-Undangl No. 10l Tahun 1998l tentang lPerbankan. 

Padal putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PNl Slw terdakwa didakwa 

telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin 

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

dan beberapal perbuatan berhubungan, sehinggal harus dipandang sebagail satu 

perbuatanl yang lditeruskan. Pada mulanya terdakwa sebagai karyawan/ 

pegawai PT Bank BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai Sales 

Marketing Officer, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-

mula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek 

Indriani melihat saksi Sdr. Dapan selesai mengambil uangnya di Kasir Bank 

                                                 
61 lAndrisman, Tri, lAsas-asas danl Dasar Aturan l Hukum Pidanal Indonesia, Bandarl 



 

 

56

BTPN, terdakwa kemudian mendekati saksi, dan dalam kesempatan itu 

terdakwa  menawarkan  kepada  korban   tentang  Tabungan  Berjangka   yang 

dikelola oleh terdakwa, dimana apabila korban bersedia menabungkan 

uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa 

menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan kepada korban sebesar 

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya, terdakwa juga 

menjanjikan kepada saksi akan dibantu/dipermudah untuk pengurusan 

peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-janji manis dari 

terdakwa, korban Sdr. Dapan Bin Wasja tergiur untuk menabungkan uangnya 

dengan jenis Tabungan Berjangka kepada terdakwa Novaria Atiek Andriani 

yaitu : 

1. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.30 wib, 

ketika saksi telah selesai mengambil uangnya di Kasir, saksi kemudian 

menemui terdakwa dan oleh terdakwa pertemuan diarahkan ke Tempat 

Parkir Bank BTPN Tegal, ketika itu saksi menyerahkan uangnya sebesarl 

Rp. l17.000.000,- (tujuhl belas jutal rupiah) yang diterima oleh terdakwa 

Sdri. Novaria Atiek Andriani, saksi dijanjikan akan menerima bunga 

sebesar lRp.1.000.000,- (satul Juta lRupiah) tiap lbulan, dan untuk itu saksil 

diberi tanda terima berupa kwitansi. 

2. Pada hari Jum’at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. 

saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesarl 

Rp.30.000.000,- (tigal puluh jutal rupiah) yangl diterima olehl terdakwa Sdri. 

                                                                                                                                      
Lampung: Unila, 2009, hlm. 8. 
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Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga 

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan 

untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran. 

3. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi 

telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesarl Rp.30.000.000,- 

(tigal puluh jutal rupiah) yangl diterima olehl terdakwa Sdri. Novaria Atiek 

Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar 

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu 

terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran. 

4. Pada hari Selasa tgl 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi 

telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesarl Rp.30.000.000,- 

(tigal puluh jutal rupiah) yangl diterima olehl terdakwa Sdri. Novaria Atiek 

Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar 

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu 

terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran. 

5. Pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah 

menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesarl Rp.30.000.000,- (tigal 

puluh jutal rupiah) yangl diterima olehl terdakwa Sdri. Novaria Atiek 

Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar 

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu 

terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran. 

Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, korban Sdr. 

Dapan telah menderita kerugian sebesarl Rp.137.000.000,- (seratusl tiga puluhl 
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tujuh jutal rupiah). Disamping terdakwa telahl menghimpun dana dari korban 

Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menghimpun dana dari beberapa orang, 

antara lain terdakwa telah menghimpun dana dari Sdri. Tri Winarni Binti 

Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 dan mengakibatkan 

korban menderital kerugian sebesarl Rp.70.000.000,- (tuju puluhl juta lrupiah). 

Terdakwa dalam menghimpun dana terhadap masyarakat dalam bentuk 

simpanan itu tidak dibarengi ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. 

Terdakwal dalam kasusl ini telah didakwal oleh penuntutl umum denganl 

dakwaan lsubsidaritas, yaitu sebagai berikut: 

1. lPrimair. Perbuatanl terdakwa sebagaimanal diatur danl diancam pidanal 

dalam Pasall 46 ayat (1) Undang-Undangl Republik Indonesial Nomor 10 

Tahunl 1998 tentang Perubahanl atas Undang-Undangl Nomor 7 tahunl 1992 

tentangl Perbankan jo pasall 64 KUHP; 

2. Subsidair. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam pasal 378 jo Pasal 64 KUHP. 

3. Lebih Subsidair. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP. 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada 

pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana perbankan melanggar Pasall 46 ayatl (1) 

lUndang-Undang lNo. 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan atasl Undang-Undangl 

No. 7l tahun 1992l tentang Perbankanl jo Pasall 64 KUHP, sebagaimana dalam 

dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 
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penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan 

denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) 

bulan kurungan, denganl perintah terdakwal tetap lditahan. 

Hasill persidangan diputuskan menyatakan Terdakwa Novaria Atiek 

Indriani Binti Basuki telahl terbukti secaral sah danl meyakinkan bersalahl 

melakukan tindakl pidana sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank 

Indonesia, sebagaimanal dalam dakwaanl Primair. Menjatuhkanl pidana kepadal 

Terdakwa tersebut di atas olehl karena itul dengan pidanal penjara selamal 5 

(limal) tahun danl pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00l (sepuluh milyar 

lrupiah) dengan ketentuanl apabila dendal tersebut tidakl dibayar, digantil dengan 

kurungan selamal 3 (tiga) lbulan. 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) lUndang-Undang Perbankanl bahwa 

setiap pihakl yang melakukanl penghimpunanl dana daril masyarakatl dalaml 

bentuk simpananl wajibl terlebihl dahulu memperolehl ijin usaha sebagail Bank 

Umuml atau Bankl Perkreditan Rakyatl yang telah memperoleh ijin dari 

Pimpinanl Bank lIndonesia, kecuali kegiatanl menghimpun danal dari 

masyarakatl dimaksud diaturl dengan lundang-undang ltersendiri. Kemudian 

dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankanl diatur bahwa bentuk hukum untuk 

Bank Umum dapat berupa PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah, sedangkan 

bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan 

Daerah, Kopersi, Perseroan Terbatas atau bentuk lainnya yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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Mencermati Pasall 16 ayatl (2) lUndang-Undang lPerbankan, untuk 

memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR harus dipenuhi 

persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan 

permodalan, kepemilikan, keahlian, di bidang perbanlan, dan kelayakan 

rencana kerja. Lebih lanjut Pasal 16l ayat (3) persyaratanl dan tatal cara 

perijinan bankl ditetapkan oleh Bank Indonesia (OJK). Perbuatan terdakwa 

tersebut baik perseorangan maupun badan usahal yang menghimpunl danal daril 

masyarakat dalaml bentukl simpananl tanpa memilikil izin memenuhi unsur 

Pasal 46l (1) Undang-Undangl Perbankan, yaitu barangl siapa menghimpunl 

dana daril masyarakat dalaml bentuk simpananl tanpa ijin usahal dari Pimpinanl 

bank Indonesial sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 16 diancaml dengan 

pidanal penjara lsekurang-kurangnya 5l (lima) tahunl dan palingl lama 15l (lima 

lbelas) tahun sertal denda sekurangkurangnya lRp.10.000.000.000,- (sepuluhl 

miliar lrupiah) dan palingl banyak lRp.200.000.000.000l (dua ratusl miliar). 

Pada kasusl ini, karena Terdakwal telah didakwa olehl Penuntut Umuml 

dengan dakwaanl subsidaritas, Majelis Hakiml dalam perkara tersebut terlebih 

dahulul mempertimbangkan dakwaanl Primair sebagaimanal diatur dalam Pasal 

46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Barang siapa; 

2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; 

3. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia; 
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4. Bila antaral beberapa lperbuatan, meskipun lmasing-masing merupakanl 

kejahatan ataul pelanggaran, adal hubungannya sedemikianl rupa sehinggal 

harus dipandangl sebagai satul perbuatan lberlanjut. 

Berdasarkanl pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam 

persidangan, semua unsur Pasall 46 ayatl (1) lUndang-Undang lNo. 10 Tahunl 

1998 tentangl Perubahan Atasl Undang-Undangl No. 7l Tahun 1992l tentang 

Perbankanl Jo Pasall 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 

dinyatakan telah terbuktil secara sahl dan meyakinkanl melakukan tindakl 

pidana sebagaimanal didakwakan dakwaanl Primair. Oleh karenal semua unsur 

dari dakwaan primai telahl terpenuhi, maka dakwaanl subsidair danl lebihl 

subsidair tidakl perlu dipertimbangkanl llagi.  

Dengan demikian menurutl penulis, putusan hakim dalaml memberikan 

sanksi pidana bagi pelaku penghimpun danal masyarakat dalaml bentukl 

simpanan tanpal izinl usahal dari pimpinanl Bankl Indonesial pada putusanl 

nomorl 127/Pid.Sus/2020/PNl Slw sudah benar denganl menjatuhkan pidanal 

kepada Terdakwal tersebut di atas oleh karenal itu denganl pidana penjaral 

selama 5l (lima) tahunl dan pidana dendal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyarl rupiah) denganl ketentuan apabilal denda tersebutl tidak 

ldibayar, diganti denganl kurungan selama 3l (tiga) bulanl dan menetapkan masal 

penangkapan danl penahanan yangl telah dijalanil Terdakwa dikurangkanl 

seluruhnya daril pidana yangl dijatuhkan. Hal ini karena Terdakwal Novaria 

Atiek Indriani Binti Basuki telah terbuktil secara sahl dan meyakinkanl bersalah 

melakukanl tindak pidanal sebagai perbuatan berlanjut menghimpun danal dari 
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masyarakatl dalam bentukl simpanan tanpal ijin usaha daril Pimpinan Bankl 

Indonesia. 

Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuanl Pasal 46 

ayatl (1) lUndang-Undang lNo. 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan Atasl 

Undang-Undangl No. 7 Tahunl 1992 tentangl Perbankan adalah berupa pidanal 

kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga 

menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila dendal tidak dapatl dibayar 

olehl Terdakwa, makal Terdakwa dijatuhil pidana kurunganl sebagai penggantil 

denda yangl tidak dapatl dibayar yangl lamanya akanl ditentukan dalaml amar 

putusanl tersebut.  
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